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ABSTRACT

This research is entitled "Criminal Disparity to against perpetrators of
violations article 2 section (1) the law number 31 of 1999 about the eradication of
act corruption" the first aim to know and analyze whether judge's verdict in
corruption act about case corruption of article 2 section (1) the describe there are
hight criminal disparity or not. The second aim to know the judget's basic
consideration of the criminal imposition.

The research method used in this paper uses the Doctrinal Research method
and Fundamental Research method because the writing this paper needed court
decision as example for researched the right legal considerations of judges in
their decisions and for get impact of that judge's verdict. Whereas the approuch
method used in this paper uses is statute approach, case approach, and
comperative approach.

Based the conclusion of this research is : First in judge's verdict the related
against perpetrators of violations article 2 section (1) does not describe there are
hight criminal disparity, because in this research judge's verdict that has been
studied still in the minimum point and the punishment in the range 4-6 year of
detention. Second : Judge in each their judge's verdict have a base separate legal
considerations on the right judge's verdict and have a considerations of legal fact
in trial which will later to be used aggravate or alleviate the punishment of the
defendant's actions.

Keywords: Act Corruption, Punishment, Criminal Disparity
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ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Disparitas pidana terhadap pelaku pelanggaran
pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan
tindak pidana korupsi” Pertama bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa
apakah putusan-putusan hakim dalam perkara korupsi khususnya mengenai pasal
2 ayat (1) mencerminkan adanya disparitas pidana yang tinggi atau tidak. Kedua
bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan
pidana.

Metode peneilitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode
Doctrinal Research dan metode Fundamental Research karena dalam penulisan
ini memerlukan putusan-putusan pengadilan sebagai contoh untuk meneliti
kesehatan pertimbangan hukum hakim dalam putusannya dan untuk mengerti
dampak-dampak dari putusan hakim tersebut. Sedangkan metode pendekatan yang
digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute
approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan komperatif
(comperative approach).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama : Dalam putusan-
putusan yang berkenaan dengan pelanggaran pasal 2 ayat (1) tidak mencerminkan
adanya disparitas pidana yang tinggi, karena di dalam penelitian yang telah
dilakukan putusan-putusan yang telah diteliti masih di dalam batas minimum dan
maksimum pemidanaan antara 4-6 tahun penjara. Kedua : Hakim dalam setiap
putusannya mempunyai dasar pertimbangan tersendiri untuk menentukan putusan
yang tepat dan mempunyai pertimbangan fakta hukum di persidangan yang
nantinya dipergunakan untuk memperberat atau meringankan hukuman dari
perbuatan terdakwa.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pemidanaan, Disparitas Pidana
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